
8 

 

8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

 Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa 

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal 

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
1
 

 Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, , berguna untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa 

bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa 

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 

seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia 

menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 

yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, 

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah 

                                                           
1
 Satjipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53 
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tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan 

oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. 

 Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 

dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan 

yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan 

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua 

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat.
2
 

  Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum 

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.  

  Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya 

upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada 

                                                           
2
 Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University 

Press,Hlm 5-6 
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sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia.
3
 

  Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik 

yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun 

yang tertulis. Teori pelindungan hukum menurut Sartjipto Raharjo bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak.
4
 

   Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut :  

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. 

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

                                                           
3
 6 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 16 Maret 

2023 

4 Hanifah Sartika Putri, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan 

Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat, Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019 
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ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya 

sebagai manusia. 

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 

kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang 

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan 

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan 

bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan 

bagi pekerja terhadap pengusaha.
5
 

  M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum dapat 

ditinjau dari sumbernya, yaitu perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan 

hukum “internal”. Hakekat perlindungan hukum internal pada dasarnya 

perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat 

membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, 

kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata 

sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat 

pemberkasan lewat klausula- klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, 

                                                           
5
 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm 10 
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sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal 

seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum 

mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang 

relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing 

rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai 

kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit 

klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan 

hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif 

mereka.
6
 

  Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria 

maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah 

memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu 

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak 

asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama. 

 

2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

  Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin 

membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu : 

                                                           
6
 Moch. Isnaeni, 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya : Revka Petra 

Media, hlm. 159-163. 
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a. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
7
 

 

Kedudukan dan Fungsi Hukum di Indonesia 

  Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Kita, bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) – UUD’45 perubahan ketiga, bukan 

Negara Kekuasaan (Machstaat). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan 

tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi 

didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (Rechtsidee) yang didalamnya 

mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.  

  Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi sekali dalam 

negara. Di Negara Republik Indonesia hukum bersumber kepada Pancasila. 

Pancasila dipergunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pada zaman 

Orde Lama pernah disebut sebagai alat yaitu alat revolusi. Apabila alat disini 

                                                           
7
 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20 
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dalam pengertian pengabdian, dan revolusi dalam pengertian citacita dan tujuan 

bangsa Indonesia seperti yang tercantum dan terkandung dalam Pembukaan 

UUD’45, masih dapat dimengerti. Tetapi kalau hukum dipergunakan sebagai alat 

menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan (het doel heiligtde middelen) 

adalah tidak dapat diterima.  

  Dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang berhubungan dengan 

pembinaan hukum nasional (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) dinyatakan 

bahwa “Hukum Nasional berfungsi “Pengayoman”. Prinsip ini (Hukum berfungsi 

Pengayoman), kiranya dapat kita terima hingga sekarang. Karena fungsi hukum 

yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai 

tujuan pula untuk melindungi kepentingan-kepentingan.  

  Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat-masyarakat 

tertentu, di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Masyarakat adalah 

masyarakat manusia yang berkedudukan dan berkepribadian.  

  Hukum di Indonesia untuk masyarakat Indonesia untuk Bangsa Indonesia 

yang mempunyai kepribadian dan falsafat Pancasila. Berhubung dengan itu materi 

hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai dan norma-norma yang 

terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Baik mengenai kesadaran dan 

cita-cita hukum, cita-cita moral, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, 

perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita-cita politik, sifat bentuk dan 

tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. 
8
 

                                                           
8
 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 21 
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  Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada 

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa 

keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material 

dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, 

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar cita-cita nasional.  

  Tujuan hukum sebagaimana diketengahkan di muka adalah menghendaki 

adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan 

kebahagiaan setiap manusia, maka dapat diketahui apa sebenarnya fungsi hukum 

itu. Dengan mengingat tujuan hukum maka dapat dirinci secara garis besar, fungsi 

hukum sebagai berikut : 
9
 

a. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Fungsi 

ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan 

petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Mana 

yang diperbolehkan oleh hukum dan mana yang dilarang olehnya sehingga 

masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. Kalau mereka menyadari dan melaksanakan baik perintah 

maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi 

hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.  

b. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 

Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat 

negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan 

                                                           
9
 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 22 
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melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. 

Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang 

bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan mungkin dihukum penjara, 

didenda, diminta membayar ganti rugi, disuruh membayar hutangnya, maka 

dengan demikian keadilan dicapai.  

c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai 

daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk 

mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah 

fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.  

d. Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis). Fungsi ini berarti bahwa 

hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga 

mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur 

pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku 

menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, 

kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis 

hukum dapat berjalan baik.  

e. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.
10

 

 

Peranan Hukum 

  Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di 

tengah-tengah masyarakat. Peranan hukum yang besar itu dapat kita lihat dari 
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 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 22 
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ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalan masyarakat, 

karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi 

kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konteks pergaulan hidup para 

individu hukum berperan sedemikian rupa sehingga sesuatu yang berkaitan 

dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain berjalan dengan 

tertib dan teratur, karena hukum secara tegas menentukan hak dan kewajiban 

mereka masing-masing. Yang ada kaitannya dengan pemerintahpun berjalan 

mulus karena masing-masing mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. J.F. Galastra Van Loon mengatakan bahwa dalam menjalankan 

perannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu : 
11

 

a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.  

b. Menyelesaikan pertikaian.  

c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturanaturan jika perlu dengan 

kekerasan.  

d. Memelihara dan mempertahankan hal tersebut.  

e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan, dalam rangka penyesuaian dengan 

kebutuhan masyarakat. 

f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum, dengan cara merealisir 

fungsi-fungsi diatas. Jadi hukum harus mampu mewujudkan tentang keadilan, 

kegunaannya, bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum yang umum 

sifatnya. 

                                                           
11

 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 23 
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  Kedudukan dan Fungsi Hukum di Indonesia 

    Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Kita, bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) – UUD’45 

perubahan ketiga -, bukan Negara Kekuasaan (Machstaat). Ini berarti 

bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak 

didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada 

hukum, dalam arti cita hukum (Rechtsidee) yang didalamnya 

mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.  

    Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi 

sekali dalam negara. Di Negara Republik Indonesia hukum bersumber 

kepada Pancasila. Pancasila dipergunakan sebagai sumber dari segala 

sumber hukum. Pada zaman Orde Lama pernah disebut sebagai alat yaitu 

alat revolusi. Apabila alat disini dalam pengertian pengabdian, dan 

revolusi dalam pengertian citacita dan tujuan bangsa Indonesia seperti 

yang tercantum dan terkandung dalam Pembukaan UUD’45, masih dapat 

dimengerti. Tetapi kalau hukum dipergunakan sebagai alat menghalalkan 

segala cara dalam mencapai tujuan (het doel heiligtde middelen) adalah 

tidak dapat diterima.  

    Dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang berhubungan 

dengan pembinaan hukum nasional (Lembaga Pembinaan Hukum 

Nasional) dinyatakan bahwa “Hukum Nasional berfungsi “Pengayoman”. 

Prinsip ini (Hukum berfungsi Pengayoman), kiranya dapat kita terima 

hingga sekarang. Karena fungsi hukum yang mengatur hubungan 
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kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai tujuan pula untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan.  

    Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat-

masyarakat tertentu, di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. 

Masyarakat adalah masyarakat manusia yang berkedudukan dan 

berkepribadian.  

    Hukum di Indonesia untuk masyarakat Indonesia untuk Bangsa 

Indonesia yang mempunyai kepribadian dan falsafat Pancasila. 

Berhubung dengan itu materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat 

dari nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat 

bangsa Indonesia. Baik mengenai kesadaran dan cita-cita hukum, cita-

cita moral, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, 

perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita-cita politik, sifat 

bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan dan 

sebagainya.  

    Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber 

kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang 

mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi 

kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi 

kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara 

serta mengejar cita-cita nasional.  

    Tujuan hukum sebagaimana diketengahkan di muka adalah 

menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, 
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ketenteraman, dan kebahagiaan setiap manusia, maka dapat diketahui apa 

sebenarnya fungsi hukum itu. Dengan mengingat tujuan hukum maka 

dapat dirinci secara garis besar, fungsi hukum sebagai berikut :  

a. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 

Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena 

hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka 

harus bertingkah laku. Mana yang diperbolehkan oleh hukum dan 

mana yang dilarang olehnya sehingga masing-masing anggota 

masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau 

mereka menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan 

yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai 

alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.  

b. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial 

lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat 

dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar 

terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka 

takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa 

dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang 

melakukan kesalahan mungkin dihukum penjara, didenda, diminta 

membayar ganti rugi, disuruh membayar hutangnya, maka dengan 

demikian keadilan dicapai.  

c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia 

mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai 
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alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. 

Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak 

pembangunan.  

d. Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis). Fungsi ini berarti 

bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi 

berperan juga mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak 

hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian 

semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika 

demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam 

masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan 

baik.  

e. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. 

 

2.3 Perlindungan Konsumen 

  Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah 

mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan 

“hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Posisi konsumen 

sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus 

tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 

masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan 

konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. 

  Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa 

kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 
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bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas 

dan kaidahkaidah yang mnengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak 

satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam 

pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi 

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan 

atau jasa konsumen. 
12

 

  Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai 

berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan 

masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan 

sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah 

sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu 

mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum 

perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihakpihak yang mengadakan 

hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada 

dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen 

membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.
13

 

  Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara 

tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :  

a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang atau jasa; 
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Media , Hlm 12 

13
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b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan;  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang atau jasa;  

d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;  

e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;  

g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi atau pergantian barang jika 

barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;  

i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  

  Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan 

sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-

kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di 

dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di 

dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, admininstrasi negara maupun 

hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta 

cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu 

bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, 

meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena 

pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian. 
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  Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan 

produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari 

pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan 

sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak 

konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum 

perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya 

untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan 

konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi 

pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
14

 

 

2.3.1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan 

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum 

konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
15

 

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya 

disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  

                                                           
14
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Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’’. Sementara itu, 

pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’.
16

 

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu: 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil 

dan spiritual. 

                                                           
 



26 

 

 

 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang 

dikonsumsi dan digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 
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6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen.
17

 

 

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu: 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang 

3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai 

tukar dan kondisi dan jaminan barang 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang 

digunakan 

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian 

8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. 

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. 
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2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.
18

 

 

2.4 Pengertian Perjanjian  

  Pada bagian ini penulis akan membahas tinjauan umum mengenai definisi 

perjanjian. Pada Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar/ rujukan pengertian 

perjanjian memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
19

 

  Perjanjian adalah satu bentuk peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal 

yang harus dilaksanakan dinamakan “prestasi”, yang dapat berupa:  

(1) Menyerahkan suatu barang,  

(2) Melakukan suatu perbuatan, atau  

(3) Tidak melakukan suatu perbuatan Perjanjian merupakan sumber terpenting 

yang melahirkan suatu perikatan. Memang perikatan itu paling banyak oleh 

suatu perjanjian, tetapi juga ada sumber-sumber lain yang melahirkan 

perikatan. Sumber-sumber lain ini tercangkup dengan nama undang-undang. 

Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir 

dari “undang-undang”. 
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  Namun definisi tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli 

hukum mencoba untuk merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap salah 

satunya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam 

Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya 

bahwa :  

a. Rumusan tersebut hanya sesuai untuk perjanjian sepihak karena Adanya kata 

“mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;  

b. Definisi tersebut mempunyai makna yang luas, dikarenakan tidak disebutkan 

mengikatkan diri terbatas pada konteks hukum harta kekayaan, sehingga dapat 

pula mencakup perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga;  

c. Tanpa menyebutkan tujuan, maka tidak jelas apa peruntukan para pihak 

mengikatkan diri.  

  Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak, dimana 

orang/pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, 

sedangkan orang atau pihak lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.  

  Hubungan hukum di sini artinya hak orang atau pihak dijamin oleh hukum, 

yaitu apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela maka pihak debitur dapat 

dituntut dimuka pengadilan. Perikatan dapat lahir dari 2 hal yaitu dikarenakan 

suatu perjanjian dan undang-undang 

  Maka dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, Abdul Kadir 

Muhammad memberikan definisi dari perjanjian dengan suatu persetujuan yang 
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mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan.
20

 

Syarat Sah Perjanjian  

  Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua 

belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat- syarat sahnya perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt., yang terdiri dari: 

Kesepakatan kehendak;  

 (1) Wewenang berbuat;  

 (2) Perihal tertentu; dan  

 (3) Kausa yang sah.  

  Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau 

lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat 

mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Batal demi hukum, misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam 

pasal 1320 KUHPdt. Syarat objektif tersebut adalah:  

(1) Perihal tertentu, dan  

(2) Kausa yang sah.  

b. Dapat dibatalkan, misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam 

pasal 1320 KUHPdt. Syarat subjektif tersebut adalah:  

(1) Kesepakatan kehendak, dan  

(2) Kecakapan berbuat. 

                                                           
20

 Abdul Kadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 80-81 



31 

 

 

 

c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan 

adalah perjanjian yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, 

melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Sedangkan bedanya 

dengan perjanjian yang dapat dibatalkan adalah bahwa dalam perjanjian yang 

dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat 

dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara 

perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum 

sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah. 
21

 

2.5 Defenisi Debt Collector 

  Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, 

pemeriksa, penagih, pengumpul.
22

 

  Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa debt 

collector berasal dari bahasa inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia yang berarti pemungut, ataupun penagih hutang. Jadi, debt 

collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk 

menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt 

collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur 

dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam 

menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer 
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melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial 

Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, 

dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut 

wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas 

pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, 

prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau 

Financial Acquirer itu sendiri. 

 

2.6 Pengertian Wanprestasi  

  Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 

debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban 

bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan 

ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti 

prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti 

rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk 

prestasi memberikan sesuatu sesuatu) dan pasal 1239 BW (Untuk prestasi berbuat 

sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW 

mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus 
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diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 

waktu yang telah dilampauinya.
23

 

  Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul 

suatu persoalan bagaimana jika debitur yag tidak memenuhi prestasi tepat pada 

waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? 

Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan 

tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih diharapkan dapat 

memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan kedalam terlambat memenuhi 

prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap 

terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.
24

 

 

2.7 Pengertian Kredit 

  Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan 

debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan 

syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar 

kembali kredit yang bersangkutan.
25

 Dengan demikian, dasar dari pada kredit 

adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai 

penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau 

suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan 

pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang. 
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  Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi 

(misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada 

waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit 

yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan 

penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan 

dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas 

komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa 

mendatang.
26

 

 

2.8 Pengertian Pembiayaan Leasing 

  Istilah leasing yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang–

undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan “ sewa guna” dalam 

Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegitan Sewa guna usaha (leasing) 

disebutkan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 
27

 

  Pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan pertama kali diatur dalam 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 

yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan. Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Keppres 
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No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam Pengertian Lembaga Pembiayaan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (b) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang 

dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentukpenyediaan dana atau barang modal dengan 

tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang 

dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain 

itu lembaga pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 

Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 

Pembiayaan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan pembiayaannya untuk pengadaan barang dan/atau jasa. 

  Secara umum leasing berarti equipment funding, yaitu pembiayaan 

peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing juga berarti pembiayaan 

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara 

berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut, dan dapat 

membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Perjanjian 

leasing tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang obyeknya 
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berupa barang modal, dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga 

berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks, karena dalam leasing dapat timbul 

hak beli, dan hal ini sangat mendekati transaksi jual beli aktiva angsuran dan 

dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Leasing memiliki sejarah yang cukup 

panjang. 

  Berdasarkan pemaparan definisi mengenai lembaga pembiayaan di atas 

terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Badan usaha, merupakan perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan guna 

melakukan kegiatan usaha yang termasuk di dalamnya bidang usaha lembaga 

pembiayaan.  

b. Kegiatan pembiayaan, merupakan pelaksanaan pekerjaan atau aktifitas dengan 

melakukan pembiayaan pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga 

pembiayaan.  

c. Penyedia dana, merupakan kegiatan penyediaan uang/dana untuk suatu 

keperluan.  

d. Barang konsumsi, merupakan barang yang digunakan secara langsung atau 

tidak langsung oleh konsumen guna memenuhi keperluan pribadi atau rumah 

tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dsb.  

e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) merupakan tidak 

melakukan pengambilan dana secara langsung dari masyarakat baik dalam 

tabungan, deposito, giro dan surat sanggup bayar kecuali hanya digunakan 

sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.  
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f. Masyarakat, merupakan perseorangan yang hidup bersama di suatu tempat 

yang terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.
28

 

  Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi 

menjadikan bertambahnya obyek leasing di Inggris. Di samping di Inggris, 

praktek pembiayaan dengan menggunakan leasing di Amerika juga telah mulai 

dikenal sejak tahun 1970-an. Praktik leasing di Amerika tumbuh dengan pesatnya 

setelah adanya pembangunan rel kereta api, yang rata-rata pembiayaannya 

dilakukan dengan cara leasing. Selanjutnya kegiatan usaha leasing menyebar       

ke berbagai negara dengan pesatnya setelah tahun 1950-an, khususnya di Eropa 

dan Amerika.
29

  

  Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyarakat.
30

 

  Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:  

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara 

membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.  

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.  

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.  

                                                           
28

 Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2 

29
 Agus Waluyo Nur, 2007, Sistem Pembiayaan Leasing Diperbankan Syariah, Solo:Jurnal 

Ekonomi Islam La Riba, hlm.43 

30
 Dahlan Siamat, 2001. Manajemen Lembaga Keuangan,Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia. hlm. 281 
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e. Tidak menarik dana secara langsung.  

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. 

  Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 

Peranan Lembaga Pembiayaan  

  Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagi salah 

satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga 

pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu 

menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif 

dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau 

pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor 

permodalan. 

 


